BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu menctapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

I,

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit
Pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran
pendapatan Dan belanja daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
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Daernh ndalah Knbupaten Pasaman Barat,

Bupatl adalah Bupati Pasaman Barat,

Anggaran  Pendapatan dan DBolanja - Doaerah yang
selanjutnyn disingkat APBD adalah rencann keuangan
tahunan dacrah yang  ditetapkan  dengan peraturan
daerah,

Kartw Kredit adalah kartu keedit sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Bank
Indonesia di bidang sistem pembayaran,

Kartu  Kredit  Pemerintah - Dacrah yang  selanjutnya
divingkat  KKPD  adalah - Kartu - Kredit  yang  dapat
digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja
yang dibebankan  pada  APBD, sctelah  kewajiban
pembayaran  pemegang  kartu  dipenuhi  oleh  bank
penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada
waktu yang disepakati dan satuan kerjao  perangkat
dacrah  berkewajiban  melakukanpelunasan  kewajiban
pembayaran  pada  waktu yang disepakati dengan
pelunasan pembayaran secara sckaligus.

Pemegang KKPD adalah pcjabat dan/atau pcgawai yang
berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan
transaksi  pembayaran  dengan  KKPD  berdasarkan
penctapan pengguna anggaran,

Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di
lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang
berstatus  scbagai pegawai negeri sipil daerah yang
ditugaskan kepala dacrah melaksanakan administrasi
penggunaan KKPD,

Pclaksana  Kuasa Pengguna KKPD adalahpcjabat
dan/atau pegawai negeri sipil dacrah yang diberikan
kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD.
Satuan Kerja Perangkat Daecrah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah  Daerah  yang melaksanakan urusan
pemerintahan daecrah.

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsure

penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah
Dacrah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan
Dacrah.
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Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya.

Kuasa PA yang sclanjutnya disingkat KPA adalah pcjabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewecnangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.

Pcjabat Pcngelola Kecuangan Dacrah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan dacrah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
scbagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

Pcjabat Penata wusahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya di singkat BP
adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menata usahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja dacrah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya
disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
unit SKPD.

Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi
penerbitan alat pembayaran berupa Kartu Kredit, yang
dapat dilakukan sendiri atau melalui kerjasama dengan
bank lain.

Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya
disingkat DPTKKPD adalah daftar hasil verifikasi PA
yang memuat informasi nama pemegang kartu, nomor
kartu, jenis belanja barang, rician pengeluaran,
pembebanan anggaran, dan jumlah tagihan yang harus
dibayar kepada bank penerbit KKPD.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada BP untuk membiayai kegiatan operasional pada
SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.

X
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UP Tunin sdalsh UP yany, dibesivan dalam brotuk uang,
tanunl ke pisdis BE melalui teansfer KESD Yrrekening, BP.
UP KEPD adalah UP yany ditenivan dalam Lentuk
Listssany belanja (limit) kredit kepads B atzu BPP yany
penpganasntiya dilskaban dengan LY.

Burat Permmimaan Pembayaran Uany Persediaan yang,
selapjutnya di singkat $PP-UP adalsh dokumen yang,
diyunakan untuk mengpjuban grimintaan gembayaran
up.

Surat  Perintah Membayar  Uany,  Pervediaan  yong
selanjutnya disingkat 8P4 UP adslah dokumen yang
digunakan untuk menerbitkan surat perintah prncairan
dana  atas  beban  pengeluaran DPA - SKPD - yang
dipergunsksn sebagpi UP untuk mendanai sub kegiatan.
Burat Perintsh Membayar Ganti Uang, Pereedizan yang
selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan surstperintah  pencairan
dana atas beban pengeluaran DPA S8KPD yang dananya
dipergunakan  untuk  mengganti UP yang  telah
dibelanjakan,

Surat Perintsh Pencairsn Dana Uang Persediaan yang
relanjutnya  disingkat 8P2D  adalah  dokumen yang
digunakan sebagsi  dasar  pencairan  dana  yang
diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

Burat Referensi adalahdokumen yany diterbitkan oleh PA
yany, ditujukan kepada Bank Penerbit KKPD untuk
menerbitkan KKPD.,

Personal  Identification  Number yang selanjutnya
disingkat PIN adalah nomor identifikasi pribadi bagi
Pemegang KKPD yang menggunakan Kartu Kredit, yang
merupakan suatu kombinasi angka-angka yang dibuat
olch kompuler schagai kode sandi khusus untuk
keamanan dan  kemudahan Pemegang KKPD  dalam
melakukan transaksi,

Hota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat
dengan NPD KKPD adalah surat persetujuan PAJKPA
untuk pembayaran belanja menggunakan UP KKPD yang
disjukan olch PITK.

Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-
purchusing  adalash  tata cara pembelian  barang/jasa
melalui sistem cutalog elektronik atau toko daring.

Toko Dalam Jaringan yang sclanjutnya disebut Toko
Daring adalah  sistem  informasi yang memfasilitasi
Pengpdaan  Barang/Jasa  melalui  penyelenggaraan
perdaygangsn melalui sistem clektronik dan ritel daring.

. Katalog Elektronik adalah sistem informasi clektronik

yang, memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi
teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk
dalam neyeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI),
produk industri hijau, ncgara asal, harga, Penyedia, dan
informai lsinnya terkait barang/jasa,



35. Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutya

(1)

(2)

disingkat PLSE adalah pengadaan langsung yang
dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE).

BAB Il
PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada
Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja
barang dan jasaserta belanja modal melalui mekanisme
UP.

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan:

a. Kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu
dengan jangkauan pemakaian yang lebihluas;

b. Transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia
barang/jasa yang menerima pembayaran secara
elektronik melalui mesin electronic data capture atau
media dalam jaringan;

c. Keamanan dalam bertransaksi dan menghindari
terjadinya penyimpangan atau fraud,

d. Efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur
atau idle cash;

e. Efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah
Daerah dari penggunaan UP; dan

f. Akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan
pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.

BAB 111
PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
PPKD

Pasal 3

Dalampenggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD
mempunyaitugas dan wewenang:

a.
b.

menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD;

melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian
kerjasama Pemerintah Dacrah dengan pecjabat Bank
Penerbit KKPD;

menandatangani perjanjian kerjasama dengan pejabat
Bank Penerbit KKPD,;

memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk
menetapkan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD
berdasarkan usulan PA;

menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD
kepada Bank Penerbit KKPD;

menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan
Pemegang KKPD,;



menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai
berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian
penggunaan KKPD;

menandatangani berita acara serah terima KKPD dan
surat perjanjian penggunaan KKPD setelah terlebih
dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang
KKPD;

memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan
limit belanja KKPD dari Pemegang KKPD;

melakukan penarikan KKPD karena penyalah gunaan
atau keadaan tertentu;

menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD
dalam hal terjadi penyalah gunaan KKPD;

memberikan rekomendasi kepada kepala daerah atas
permohonan perubahan proporsi besaran UP KKPD;
memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya
permohonan dispensasi perubahan besaran UP;
menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk
memberikan surat teguran dan/atau pemotongan
besaran UP KKPD;

menerbitkan surat penarikan KKPD;

menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank
Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang
KKPD;

melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban
pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati batas
waktu/jatuh tempo pembayaran;

menetapkan standar operasional prosedur terkait norma
waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan
pertanggungjawaban KKPD denganberpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan;

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kerjasama, surat persetujuan/perubahan persetujuan
besaran UP KKPD, status KKPD, jumlah dan total limit
KKPD yang disetujui oleh Bank Penerbit KKPD,
ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan
kendala; dan

menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring
dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD
secara triwulanan, semesteran dan tahunan secara
triwulanan kepada kepala daerah.

Bagian Kedua
Kuasa BendaharaUmum Daerah

Pasal 4

Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas
dan wewenang;:

a.

b.

menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan
Pemegang KKPD;
melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD;



m.

n.
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msnylnpkon sunat persetaguan bosaenn U KKPD SKPD;
melnkubnn pencatatnn pugtdents  belanjn yang bisa
dbaysknn melalol UP, poga jenls belunjn yang blsn
dihnynrkun melidul up KKI'h, dan
benarnn/perabnhanbesaran/perabahinn proporsi— Up
KKP'D kednbnn knrta penpawnsnn UP KK,

ielakukan verifkast ntas 8'M QU KKPD yang dinjukan
oloh Ay

menpgombalikan 8PM GU KKIPD kepada PA- dalamhal
HI'M U KKPD Hduk memenuhl perayaratar;
menerbitkan 81720 GU KKPD;

melnkuknn koordinast dengnn 8KPD, terkalt percepatan
penyelesalan taglhan KKPD yang belum dibayarkan;
molukukan evaluaal petbayacan dan penggunoaan KKPD
oleh PA/KPA;

menyusun rekapltulast laporan hasil monitoring dan
evalunst pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD;
meminta  SKPD  untuk  melakukan  percepatan
penyampolan  laporan  dalam  hal BUD  belum
menerima laporan hasil monitoring dan cvaluasi
peloksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat
SKPD;

menylapkan  dan  menyampaikan  rckapitulasi
lnporan husil monitoring dan cvaluasi
pelaksanaan pembayaran dengan KKPD kepada
PPKD selaku BUD;

menylapkan surat teguran dan/atau pcmotongan
besaran UP KKPD;

menylapkan  perubahan  surat  persetujuan
besaran UP KKPD 8KPD dalam hal dilakukan
pemotongan besaran UP KKPD; dan
menyampaikan  perubahan  surat  persctujuan
besaran UP KKPD SKPD kepada PA dan Bank
Penerbit  KKPD  dengan  ditembuskan ke PPKD
neloku BUD,

Bagian Ketiga
PA

Pasal 5

Dalam penggunaan UP KKPD, PA mcempunyai tugas dan

wewenang:

n. menyampaikan  kebutuban UP KKPD  dalam  surat
pernyataan UP,

b, menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan
Administrator KKPD kepada kepala dacrah melalui
PPKD sclaku BUD;

¢.  menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada
sanal penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;

d.  mengujukan surat permohonan perubahan besaran UP

KKPD kepada kepala dacrah melalui PPKD sclaku BUD;



e. melakukan pengujian terhadap:

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima
pembayaran atas beban APBD;

2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti
pengeluaran;

3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/Daftar
Tagihan Sementara;

4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran
dengan  Tagihan (e-billing)/Daftar ~ Tagihan
Sementara;

5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan
dengan KKPD; dan

6. kesesuaian  spesifikasi teknis dan  volume
barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen
serahterima barang/jasa, dan barang/jasa yang
diserahkan oleh penyedia barang/jasa.

f. Mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti
pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan
KKPD;

g. Menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang
dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti
pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

h. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran
yang memenuhi ketentuan;

i. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada
pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti
pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

j- menerbitkan NPD KKPD;

k. menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada
Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan

1. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan
KKPD.

Bagian Keempat
KPA

Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mempunyai tugas dan
wewenang:

a. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP
KKPD kepada PA;

b. melakukan pengujian terhadap:

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima
pembayaran atas beban APBD;

2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti
pengeluaran;

3. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/ Daftar
Tagihan Sementara;

4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran
dengan  Tagihan (e-billing)/Daftar  Tagihan
Sementara;

S. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan

dengan KKPD; dan %!(
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O, kesestundan spesifikasl  teknls  dan volume
bitang/fusse daluin - peejanjian/kontrak, dokumen
sertolt techion boeang/josn, dan barang/jasa yang
diserahkan oleh penyedia burang/jasa

tenpesnhkan sebagian/seluruhnys bukti-bukti

penpelmtan mtas tagihan yang, dibayarkan  dengan

KKI'D;

menolnk  bukti-bukti - pengeluaran atas tagihan yang

dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-

buktl pengelunran yang tidak memenuhi ketentuan;
menerhitkan DIE KKPD atas bukti-bukti pengeluaran
yang, memenubl ketentuan,

menyampulkan surat pemberitahuan penolakan kepada

Veluksuna  Kunsa Pengguna KKPD  atas  bukti-bukti

pengelunran yang tidak memenuhi ketentuan; dan

menerbitkon NPD KKPD dan menyampaikan kepada

BPpP,

Bagiun Kelima
PPTK

Pasal 7

Dolam penggunaan UP KKPD, PPTK mempunyai tugas

dan wewenang;

#. Mencrima kuuasa penggunaan KKPD dari PA/KPA
scluku Pemegang KKPD untuk melakukan belanja
menggunakan KKPD;

h. Mcngumpulkan dokumen belanja dalam rangka
pelaksanaan  anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan  yang
menggunakan KKPD;

¢. mecmbuat daftar nominative belanja menggunakan
KKPD; dan

d. menyampaikan daftar nominative belanja
menggunakan KKPD  dilampiri dokumen belanja
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.

Dalam  mclaksanakan tugas penggunaan KKPD

schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPTK

hertanggungjawab kepada pemegang KKPD.

Bagian Keenam
PPK-SKPD/Pcjabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 8

Dalam penggunaan UP KKPD, PPK SKPD mempunyai

tugas dan wewenang:

a. Mclakukan verifikasi daftar nominative belanja
menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung;

b. menyiapkan DPT;,

¢. menyiapkan NPD KKPD;

k



(2)

(1)

d. melakukan verifikasi SPP GU KKPD beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan olch BP;

c. menyiapkan SPM GU KKPD;

f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggungjawab
mutlak PA;

g. mencrbitkan surat pernyataan verifikasi PPK SKPD;
dan

h. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah
ditandatangani olch PA kepada BP untuk penyiapan
dan pengajuan SPP GU KKPD.

Dalam penggunaan UP KKPD, PPK unit SKPD

mempunyai tugas dan wewenang.

a. Melakukan verifikasi daftar nominative belanja
menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung;

b. menyiapkan DPT KKPD;

c. menyiapkan NPD KKPD; dan

d. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah
ditandatangani oleh KPA kepada BPP untuk
penyiapan dan pengajuan SPP GU KKPD.

Bagian Ketujuh
BP/BPP

Pasal 9

Dalam penggunaan UP KKPD, BP mempunyai tugas dan

wewenang:

a. Menyampaikan kebutuhan UP KKPD SKPD kepada
PA;

b. melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah
UP Tunai dan UP KKPD yang dikelola oleh masing-
masing BPP dalam pengajuan UP dan/atau
pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke
PPKD selaku BUD;

c. melakukan pengujian:

1. NPD KKPD dan DPT KKPD;

2. ketersediaan dana UP KKPD, dan

3. penyusunan daftar pungutan/ potongan pajak/
bukan pajak atas tagihan dalam NPD KKPD.

d. menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan
dan mengembalikan kepada PA dalam hal NPD KKPD
dan DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan;

e. mengajukan permintaan penggantian UP KKPD
melalui  SPP-GU KKPD kepada PA dengan
melampirkan NPD KKPD dan DPT KKPD dari PA dan
NPD KKPD dan DPT KKPD dari KPA, beserta
dokumen pendukung lainnya melalui PPK-SKPD
untuk dilakukan verifikasi;

f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggungjawab
mutlak PA;

g. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui
pendebitan rekening BP kerekening Bank Penerbit



(2)

C.

KKPD setelah pencairan dana 8P2D diterima/masuk
kerekening BP; dan
h. melakukan  pemindahbukuan  UP KKPD  melalui
pendebitan rekening BP kerekening masing-masing
npp,
Dalam penggunaan UP KKPD, BPP mempunyai tugas
dun wewenang:
a. Menyampaikan kebutuhan UP KKPD unit SKPD
kepada BP;
b. Melakukan pengujian:
1. NPD KKPD dan DPT KKPD; dan
2. ketersediaan dana UP KKPD.
menolak NPD KKPD dan DPT' KKPD yang diajukan dan
mengembalikan kepada KPA dalam hal NPD KKPD dan
DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan;

d. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah

C.

memenuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada BP;
dan

melakukan  pembayaran tagihan  KKPD  melalui
pendebitan rekening BPP kerckening Bank Penerbit
KKPD setclah dana UP KKPD diterima/masuk ke
rekening BPP yang ditransfer oleh BP.

Bagian Kedelapan
Administrator KKPD

Pasal 10

Dalam penggunaan UP KKPD, Administrator KKPD
mempunyai tugas dan wewenang;

a.

melakukan aktivasi KKPD dan request/aktivasi PIN
KKPD melalui call center/layanan pesan singkat (Short
Message Service)/sarana lainnya;

meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara
sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKPD
melalui sural elektronik dan/atau sarana tercepat
lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA;
menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit)
KKPD, periode kenaikan batasan belanja (limit) KKPD,
serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit
KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja
(limit) KKPD secara sementara;

menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit)
KKPD, periode permanen, scrta nomor dan nama KKPD
kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan
kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara permanen;
melakukan monitoring pengembalian batasan belanja
(limit) KKPD secara sementara kebatasan belanja (limit)
awal setelah periode kenaikan batasan belanja (limit)
sementara/masa berlaku penggunaan UP KKPD;

e



(1)
(2)

(3)

4)

(1)

(2

(3)
)
()

mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja
(limit) KKPD kebatasan belanja (limit) awal kepada Bank
Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja (limit) KKPD
yang dinaikkan sccara scmentara tidak  kembali
kebatasan belanja (limit) awal setelah periode berakhir,;
meminta  penyctoran  kembali  atas  keterlanjuran
pembayaran kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat
elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya sctelah
mendapat persctujuan dari PA/KPA; dan
menginformasikan nilai  keterlanjuran  pembayaran,
nomor dan nama KKPD, bukti-bukti
pembayaran/pemindah bukuan yang sah, dan nomor
rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada
Bank Penerbit KKPD dalam hal penyctoran kembali atas
keterlanjuran pembayaran.

BAB IV
UP KKPD

Bagian Kesatu
Penentuan Proporsi UP

Pasal 11

UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri
dari UP Tunai dan UP KKPD.

UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari UP yang dikelola BP dan BPP
atas pelimpahan dari BP.

Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari
besaran UP masing-masing SKPD; dan

b. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari
besaran UP masing-masing SKPD.

Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.

Pasal 12

Proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai
dengan kebutuhan penggunaan UP KKPD pada SKPD.
Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa kenaikan atau penurunan
proporsi UP KKPD.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diperbolehkan lebih dari 70% (tujuh puluh persen).
Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diperbolehkan kurang dari 30% (tiga puluh persen).

PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala



dacrah melalui PPKD sclaku BUD.

(6) PPKD selaku BUD memberikan pertimbangan atas
usulan perubahan proporsi UP KKPD kepada kepala
daerah.

(7) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), kepala dacrah memberikan persetujuan
perubahan proporsi UP KKPD.

Pasal 13

Pertimbangan kenaikan atau penurunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) didasarkan atas:

a. Kebutuhan pengeluaran riil SKPD;

b. Perubahan kebijakan pelaksanaan belanja SKPD;

c. Perubahan dalam sistem pembayaran dengan kanal
pembayaran secara elektronik; atau

d. Kebutuhan lainnya dalam rangka efektifitas penggunaan
UP KKPD.

Pasal 14

Besaran UP KKPD dihitung dari proporsi UP KKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau
perubahan proporsi UP KKPD yang telah disetujui oleh kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Bagian Kedua
Permintaan Uang Persediaan KKPD

Pasal 15

(1) BP menyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA.

(2) PA mencantumkan kebutuhan UP KKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam surat pernyataan UP dan
diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai kepada
Kuasa BUD.

Pasal 16

(1) Dalam hal terdapat perubahan besaran UP KKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau
perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (5) setelah adanya penyampaian
SPM UP, PA mengajukan surat permohonan perubahan
besaran UP KKPD kepada PPKD selaku BUD melalui
Kuasa BUD.

(2) Surat permohonan perubahan persetujuan besaran UP
KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan:

a. Surat pernyataan UP dari PA; dan
b. Keputusan kepala daerah mengenai perubahan
besaran UP atau proporsi UP KKPD

(3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan UP dari PA
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
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(2)

(3)

(4)

(o)

(1)

(2)

(3)

dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 17

Berdasarkan surat pernyataan dan keputusan kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2),
Kuasa BUD melakukan penelitian besaran UP KKPD.
Dalam hal besaran/proporsi UP KKPD telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) dan Pasal 12 ayat (5), PPKD selaku BUD menerbitkan
surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD.

Surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD diterbitkan
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SPM UP
dan/atau permohonan perubahan besaran UP KKPD
SKPD ditcrima oleh Kuasa BUD.

Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP, pengajuan
UP dan/atau pengajuan perubahan besaran UP KKPD
SKPD ke PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD harus
melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP
Tunai dan UP KKPD oleh masing-masing BPP.

Ketentuan mengenai format surat persetujuan besaran
UP KKPD SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Jenis KKPD dan Batasan Belanja KKPD

Pasal 18

KKPD terdiri atas:

a. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan
jasa serta belanja modal;

b. Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan
dinas.

Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa
serta belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:

a. Belanja barang kebutuhan sehari-hari dan
perkantoran;

Belanja pengadaan bahan makanan;

Belanja barang untuk persediaan;

Belanja sewa;

Belanja pemeliharaan;

Belanja bahan bakar kendaraan dinas;

belanja modal; dan

belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

SR oo 0o

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengutamakan produk dalam negeri dan



(3)

(3)
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(3)

(4)
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(8)

usaha mikro, kecil dan koperasi.

Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
komponen  pembayaran  transport,  penginapan,
dan/atau sexa kendaraan.

Jenis KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dan
limit penggunaan KKPD untuk keperluan belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 19

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2) dilakukan dengan nilai belanja maksimal
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk
1 (satu) penerima pembayaran.

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui transaksi catalog elektronik,
toko daring, dan PLSE yang disediakan oleh lembaga
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar
sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai
belanja maksimal untuk 1 (satu) penerima pembayaran
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja
barang dan jasa serta belanja modal untuk pertama kali
diberikan maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja
perjalanan dinas jabatan untuk pertama kali diberikan
maksimal sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta
rupiah).

Total batasan limit belanja KKPD pada SKPD paling
banyak sebesar UP KKPD yang telah disetujui PPKD
selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2).

Total besaran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD
dalam (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja
yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD.

Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP
KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
maksimal 30% (tiga puluh persen) dari pagu jenis
belanja yang bisa dibayarkan melalui UP.

Bagian Keempat

Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan

Administrator KKPD

Pasal 20

(1) Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna

dan/atau Administrator KKPD merupakan

5(.



(4)
)

(1)

(2)

(3)

(4)

peibiag/ pegawal SKPD yoang berstatun pegawal neper
sipihdaeah,

Nemepgnug KRRPD sebaggaimann dimaksud pada avat (1)
werapakan PA/RPA,

Pelaksann Kuasa Penggunn acbagadmana - dimaksud
padae ayat (1) werupakan pegawid negerd sipil doaernh
yang wmendapat Kunsn untuk menggunakan KRPD dard
PA/RPA.

Administrator KRPD sobagaimana: dimaksud padn ayat
(1) merupakan BR/BPR,

Dalam  hal  tendnpat Pemegang KRPD - sebngaimann
dimaksud pada ayat (2) dan/atan Administeator KKPD
sebagaimana - dimaksud  padn aynt (1) berhalangan,
pegawal yang ditunjuk meloksanakan tugas PA/KPA
dan/atan melaksannkan tugas BE/RPE sesuni dengan
ketentuan - peraturan  perundang-undangan,  sebagai
pemegang KKPD dan Administeator KKPD,

BAB V
PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGQUNAAN KKPD

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 21

PPKD selaku BUD menunjuk bank yang menjadi

penempatan RKUD sebagai Bank Penerbit KKPD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan bank yang sama dengan bank

penempatan RKUD.

Berdasarkan penunjukan bank sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), PPKD selaku BUD membuat perjanjian

kerjasama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD.

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), paling sedikit memuat:

definisi;

tujuan perjanjian kerjasama;

ruang lingkup perjanjian kerjasama;

pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP

dan besaran fasilitas kredit (credit line) SKPD;

e. hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank
Penerbit KKPD;

f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;

g. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak;

h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;

i

]

k

faoop

jangka waktu perjanjian;
. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;
. alamat dan wakil para pihak;
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1. Sunat Referensy

m. keadaan Kahar {forve mageund; dan

0. Keeghasigan informasi/data

Penanan Kegasama sebagaimana dimaksud pada ayat
1?) ditandatangani oleh PPRD selaku BUD dan pejabat
Rank Penerbit KKPD.

asal 22

Dalam  hal bank penempatan RRKUD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) belum memiliki

kewenangan  menerbitkan  Kartu  Kredit,  bank

renempatan RRUD - melakukan  kefjasama  dalam

renerbitan KKPD dengan bank badan umum milik

negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit

Kartu Kredit dan otoritas yang berwenang.

Dalam rangka kerjasama dengan bank badan umum

milik negara dalam penyediaan KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), bank penempatan RKUD

membuat perjanjian kerjasama dengan bank badan

umum milik negara.

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), paling sedikit memuat:

a. definisy;

b. tujuan perjanjian kerjasama;

c. ruang lingkup perjanjian kerjasama;

d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP
dan besaran fasilitas kredit (credit line) SKPD;

e. hak dan kewajiban bank penempatan RKUD dan
bank badan umum milik negara Penerbit KKPD;

f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;

g. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak;

h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;

1. jangka waktu perjanjian;

J- berakhimya dan akibat pengakhiran perjanjian;

k. alamat dan wakil para pihak;

l. Surat Referensi;

m. keadaan kahar (force majeure);

n. kerahasiaan informasi/data; dan

0. ketentuan penutup

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditandatangani oleh pejabat bank penempatan RKUD
dan pejabat bank badan umum milik negara Penerbit
KKPD;

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama S (lima) tahun atau sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga yang
berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit.
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Bagian Kedua
Penctapun Pemegang KKPD dan Administrator KKPD

Pasal 23

Berdasarkan  perjanjian  kerjasama  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (S), PA menyampaikan
Daftar Usulan Pecmegang KKPD dan Daftar Usulan
Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUD.

Daftar UsulanPemegang KKPD dan Daftar Usulan
Administrator KKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:

a. nama dan NIP pemegang KKPD;

b. tempat dan tanggal lahir pemegang KKPD;

c. jabatan pemegang KKPD;

d. kewenanganp emegang KKPD;

c. batasanbelanja (limit) KKPD untuk masing-masing
pemegang KKPD;

alamat surat elektronik pemegang KKPD;

nama dan NIP Administrator KKPD;

tempat dan tanggal lahir Administrator KKPD;
jabatan Administrator KKPD; dan

j. alamat surat elektronik Administrator KKPD.

Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD
disesuaikan dengan surat keputusan kepala daerah
tentang penetapan PA, KPA, BP dan BPP pada SKPD.
PPKD selaku BUD menyiapkan usulan Daftar Pemegang
KKPD dan Administrator KKPD untuk disampaikan
kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah.

Bagian Ketiga
Pengajuan KKPD

Pasal 24

Berdasarkan keputusan kepala daerahsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), PPKD selaku BUD

mengajukan surat permohonan penerbitan KKPD

kepada Bank Penerbit KKPD.

Surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:

a. Surat Referensi dari PA/KPA;

b. formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan;

c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku
dari PA/KPA;

d. SKPA; dan

e. Surat keputusan kepala daerah tentang besaran UP
SKPD.

f. Fotokopi NPWP PA/KPA

Ketentuan mengenai format surat permohonan

penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

tercantum dalam lampiran Il yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Ketentuan  mengenai  format  surat  Relerensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum
dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Keempat
Penerbitan KKPD

Pasal 25

Bank Penerbit KKPD melakukan verifikasi surat
permohonan yang diajukan oleh PPKD sclaku BUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk untuk persetujuan pemberian batasan belanja
(limit) KKPD yang disesuaikan dengan kebijakan Bank
Penerbit KKPD dengan mempertimbangkan surat
keputusan kepala daerah tentang besaran UP SKPD.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) selesai dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari
kerja sctelah surat permohonan pencrbitan KKPD
diterima oleh Bank Penerbit KKPD.
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menerbitkan:
a. KKPD;
b. Rekapitulasi penerbitan KKPD; dan
c. tandaterima KKPD, untuk diserahkan kepada PPKD
selaku BUD.
Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan tanda terima KKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling
lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil verifikasi
terpenuhi. Bank Pencrbit KKPD menyerahkan KKPD
kepada PPKD selaku BUD paling ambat 1 (satu) hari
kerja setelah KKPD diterbitkan.

Pasal 26

Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Bank Penerbit
KKPD menolak sebagian atau seluruh permohonan
penerbitan KKPD dengan menyampaikan surat
pemberitahuan penolakan kepada PPKD selaku BUD.
Penyampaian  surat = pemberitahuan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya
proses verifikasi.

PPKD selaku BUD memperbaiki dan melengkapi
persyaratan permohonan penerbitan KKPD dan
menyampaikan kembali kepada Bank Penerbit KKPD
untuk proses verifikasi lebih lanjut.
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Baginn Kelima
Aktivasi dan Penggunaan KKPD

Pasal 27

Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan
kewenangannya sctelah terlebih - dahulu dilakukan
aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk pertama kali.
Aktivasi KKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan olch Administrator KKPD atau masing-masing,
Pemegang KKPD mclalui call center/layanan  pesan
singkat (Short Message Service)/sarana lainnya.
Request/aktivasi  PIN  KKPD  dilakukan  oleh
Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang
KKPD melalui call center/layanan pcsan singkat (Short
Message Service)/sarana lainnya.

Pasal 28

Setelah aktivasi kartu dan PIN selesai dilakukan, status
KKPD secara otomatis aktif dan siap digunakan,
Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk pembayaran belanja barang dan jasa
serta belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18.

Pasal 29

Pemegang KKPD membubuhkan tandatangan pada
kolom tandatangan (signature panel) yang terdapat pada
bagian belakang KKPD.

Pemegang KKPD wajib merahasiakan nomor kartu, PIN,
Card Verification Value (CVV) dan masa berlaku KKPD.
Secara periodic Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi
dan rincian transaksi KKPD untuk memastikan tidak
terdapat transaksi yang salah/tidak diakui (dispute).
Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD,
pemegang KKPD dilarang memberikan informasi
mengenai data diri dan transaksi KKPD kepada
siapapun.

Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi, Pemegang
KKPD mengutamakan pembelian barang/jasa yang
merupakan produk dalam negeri.

Dalam hal KKPD tidak dipergunakan dalam jangka
waktu lama, Pemegang KKPD dapat mengajukan
permohonan penonaktifkan kepada Administrator KKPD
dan menyimpan KKPD ditempat yang aman.

2x
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BAB VI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD

Bagian Kesatu
Penatausahaan Bukti-Bukti

Pasal 30

Pelaksana Kuasa Pengguna mengumpulkan dokumen
belanja yang menggunakan KKPD berupa:

a. Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;

b. Surat tugas/undangan rapat/surat perjalanan; dan
c. bukti-bukti pengeluaran.

Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihasilkan dari sistem perbankan Bank Penerbit
KKPD, memuat informasi:

Nama pemegang KKPD;

nomor KKPD (account numben);

tanggal cctak Daftar Tagihan Sementara;

tanggal transaksi (transaction date);

tanggal pembukuan (posting date);

keterangan (description);

nilai transaksi (amounts); dan

. sub total tagihan.

Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ meliputi bukti pembelian/pembayaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPTK selaku pelaksana pengguna KKPD
membuat daftar pengeluaran riil belanja menggunakan
KKPD.

Daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan
format tercantum dalam Lampiran S yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Smee a0 o

Bagian Kedua
Penagihan dan Penyelesaian Tagihan

Pasal 31

PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD
menyampaikan  daftar  pengeluaran riill belanja
menggunakan KKPD dilampiri dokumen belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah tagihan(e-billing)/ Daftar
Tagihan Sementara diterima dari Bank Penerbit KKPD.
Berdasarkan  daftar  pengeluaran riil  belanja
menggunakan KKPD beserta dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat(l), PPK-SKPD/PPK-unit SKPD
melakukan verifikasi terhadap:




(3)

(%)

(1)

)

e kebennenn dinte plhake v betnde mener o
permbayuenn atin bohan AP,

b Rebennran sterlit din pechlomggm: buldi bukt
pengeluncan;

¢ kebenaran peehdtimgan Cagthan (e billing)/ Daltar
Taglhan Bementnen teemanule inemperdtunpghon
Kkewnfibnn penerinm penthinyanrnn Kepeln
Pemerintah Donerahy;

(v Kesonanbin perhitangnn antarne buktl pengeluntan
dongan Taglhan— (e-billing)/Dandtar— "Taglhnn
Hementne,

¢ kesenundon Jondw belanjn yang dapat - dibayarkon
dongan KKIPD; dan

[, Keaewunlon  wpesllikanl  toknln dan volume
bavang/jasn dalom pecJanflon/konteak,  dokumen
serah terlmne bavang/Jasn, dan barang/jusn yang
dinernhkan oleh penyedin burang/jasn,

Berdusnrkan hansil verifikasl, PPK-SKPD/PPK unit SKPD
menyinpkan NPD - KKPD dengan dilampiel DIPE KKPD
sertn - bukt-buktl  pengeluaran  untuk — selanjutnya
disampaikan kepada PA/KPA untuk ditandatangant dan
disnhkan,

NPD KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

sedikit memuat:

a.  tanggal dan nomor NI'D KKPD;

b, jumlah tagihan KKPD yang dibayarkan;

¢, nomor rekening Bank Penerbit KKPD;

d.  peruntukkan pembayaran; dan

e. dasar pembayaran;

f.  pembebanan anggaran; dan

g tanggal setuyju/lunas bayar serta penandatangan
NPD KKPD.

PA/KPA mengesahkan s;:lmgiun/scluruhnyu bukti-bukti
pengeluaran dan DPT KKPD scbagaimana  dimaksud
pada ayat (3) dan menandatangani NPD KKPD.

Pasal 32

Dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak
memenuhi  ketentuan, PPK-SKPD/PPK  unit  SKPD
menolak  bukti-bukti  pengeluaran  dimaksud  dan
disampaikan kepada PPTK sclaku pclaksana kuasa
pengguna KKPD melalui surat pemberitahuan penolakan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah daftar
pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD diterima,

PPTK selaku pelaksana  kuasa pengguna KKPD
memperbaiki dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran
riil belanja menggunakan KKPD dan menyampaikan
kembali kepada PA/KPA  melalui PPK-SKPD/PPK
unit SKPD  untuk  proses verifikasi  lebih




lanjut.

(3) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format (ercantum
dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

PA/KPA menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD
dan bukti-bukti pengcluaran belanja yang telah disahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) kepada
BP/BPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan
dan dilampiri dengan dokumen yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga
Pengujian Nota Pencairan Dana

Pasal 34

(1) Berdasarkan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan
bukti-bukti pengeluaran belanja yang telah disahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, BP/BPP
melakukan:

a. pengujianatas NPD KKPD dan DPT KKPD;

b. pengujian ketersediaan dana UP KKPD; dan

C. penyusunan daftar pungutan/potongan
pajak/bukan pajak atas tagihan dalam NPD KKPD

(2) Pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang
diterbitkan oleh PA/KPA;

b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:

1) pihak yang ditunjuk untuk menerima
pembayaran,

2) nilai tagihan yang harus dibayar;

3) jadwal waktu pembayaran; dan

4) ketersediaan dana yang bersangkutan.

c. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran
antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam
penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang
disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak;
dan

d. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan
kode rekening anggaran atas pengeluaran

(3) Dalam hal pengujian NPD KKPD dan DPT KKPD telah
memenuhi persyaratan, BPP menyampaikan NPD KKPD
dan DPT KKPD yang diterbitkan oleh KPA kepada BP
untuk pengajuan permintaan penggantian UP KKPD
kepada PA.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi NPD KKPD dan DPT KKPD
yang diterbitkan PA sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan NPD KKPD dan DPT KKPD yang




diterbitkan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), BP mengajukan permintaan penggantian UP KKPD
kepada PA.

(5) Pengajuan permintaan  penggantian UP  KKPD
secbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling
lambat 2 {dua) hari kerja sejak NPD KKPD dan DPT
KKPD diterima.

(6) Dalam hal berdasarkan pengujian, NPD KKPD dan DPT
KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan,
BP/BPP menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang
diajukan dan mengembalikan kepada PPTK paling
lambat 2 (dua) hari kerja sejak NPD KKPD dan DPT
KKPD diterima.

Bagian Keempat
Mekanisme Penerbitan SPP-GU, SPM GU dan SP2D GU KKPD

Pasal 35

Permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana dimaksud
dalamPasal 34 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan SPP-
GU KKPD kepada PA melalui PPK-SKPD yang dilampiri NPD
KKPD dan DPT KKPD serta dokumen pendukung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) PPK-SKPD melakukan verifikasi dokumen SPP-GU KKPD
yang disampaikan BP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan
lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM GU KKPD
yang dilampiri Draft Surat Peryataan Tanggung Jawab
Mutlak PA dan Surat Peryataan Verifikasi PPK-SKPD,
dan disampaikan kepada PA untuk ditandatangani.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dokumen SPP-GU KKPD
dinyatakan belum lengkap, PPK-SKPD mengembalikan
kepada BP untuk dilengkapi paling lambat (1) hari kerja
setelah dokumen SPP-GU KKPD diterima.

Pasal 37

(1) PA menerbitkan SPM GU KKPD dan menyampaikan
kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU KKPD
paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen SPP-GU
KKPD diterima secara lengkap.

(2) SPM GU KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilampiri:

a. Surat peryataan tanggungjawab mutlak PA; dan
b. Surat peryataan verifikasi PPK-SKPD.




()

()

®)

(1)

(2)

)

()

()

(6)

(7)

(1)

Pl AR

Kuana DUD melahukan verltikasl dokumen 3PN GU
REPD wentind dengan ketontian peratinan perandang
undangann,

Bendamarkan  hoantl verlttkont sebagadmnnn - dininkaud
pada avat (1) dokwmen 8PM QU KRPD - dinyatakan
lengkap, Kuana BUD menerblitkan 8P QU KKPD
paling lnmbat 2 (dun) b Reja sejak dokumen SPM QU
KEPD diterhmn seeara lengkap.

Dalam hal berdunnmkan hasll veriithnsl sebagaimann
dimakawd padiayat (1) dokumen 8PM QU KKPD belum
dinyatakan  lengkap,  Kunsn BUD - mengembalikan
dokumen SPM QU KKPD kepadin PA paling lnmbat 1
(sat) bl kerjonefok ditechmn dokumen SPM QU KKPD.

Buginn Kelimn
PembuynranTougthan KKPD

Pasnl 39

B melokukan  pembayarnn togihan REPD  melalui
pendebitan rekening BP kerekening Bank Penerbit KKPD
paling lambat 2 (dun) hari kerjn setelah pencairan dana
SP2D diterima/masuk ke rekening BP,

Dalam  hal pada SKPD terdapat  BIPP,  pendebitan
rekening BP kerekening BPP dilakukan BP paling lambat
1 (satu) hari kerjn setelnh pencairan dann SP2D-UP
KKPD diterima/masuk ke rekening BP.

BPP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui
pendebitan  rekening BPP kerckening Bank Penerbit
KKPD paling lnmbat 1 (satu) hari kerja setelah pencairan
dana SP2D diterimn/masuk ke rekening BPP.

Pendebitan  rekening  BP/BPP  dilakukan  sejumlnh
tagihan yang harus dibayar sebagnimana tercantum
dalam DPT KKPD,

Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan;

a.  Layanan perbankan secara elektronik; dan

b. cek/bilyetgiro.

Layanan Perbankan Sccara Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa:

a. intemet banking; atau

b. kartu debit

Biaya yang timbul akibat pendebitan  rekening
penggunaan Layanan Perbankan Secara Elcktronik dan
Rekening BP/BPP scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.

Pasal 40

Dalam hal terdapat tagihan KKPD yang belum
dibayarkan olch SKPD paling singkat 1 (satu) bulan



(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB VII
BIAYA PENGGUNAAN KKPD

Pasal 42

Bank Penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya
penggunaan KKPD, meliputi:
a. biaya kcanggotaan (membership fee);
b. biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM, dan
e-banking;
c. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit);
d. biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/dicuri
atau rusak;
biaya penggantian PIN;
biaya copy billing statement;
biaya pencetakan tambahan lembar tagihan;
. biaya keterlambatan pembayaran;
biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat
dibayarkan; dan
j. biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang
bekerjasama dengan KKPD.
Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada
APBD hanya biaya materai.
Pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama
penggunaan KKPD antara PPKD selaku BUD dengan
pejabat Bank Penerbit KKPD.

STog@ oo

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

Bupati melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara
berjenjang dan berkala.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan
pembayaran menggunakan KKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah
menggunakan KKPD kepada gubernur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Bank penempatan RKUD berkoordinasi dengan lembaga
yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu
Kredit dalam rangka percepatan kemandirian dalam
menerbitkan KKPD.
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(2} Pemprosesan  transakst  dan penyelenggnraan KKPD
dilakukan oleh bank dan/atau pihak terkait denpan
nemperhatikan pengaturan kartu kredit sebogai alat
pembayanin sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas
di bidang sistem pembayaran.

BAB X
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Feraturan  Bupati  ini mulai  berlaku  pada  tanggal
diundangkan.

Agar setiap  orang mengetnhuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupatt ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 14 5;’{.,‘,,\\,( 2021:5

BUPATI PASAMAN BARAT,

Di Undangxan di Simpang Empat
Pzcz Tanggal 29 gytember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

0

HENDRA PUTRA

BERITA DAEAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR..2



LAMBPIPAN

PERATURLN EUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR AL TAHUN 1£73

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUX
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAY DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SUPAT PERNYATAAN UP DARI PA

1. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KXPD

EGP S¥PD
Nomor - J (1)
Lampiran -SSP —— (24
Hal : Permohonan Persetu’uzn UP KXPD

Yth. Pejabat Pengelola Keuzngzn Daerah selaku BUD

| ] ORI, (3)
Sehubungan dengan Peraturan Bupad NOmOT .cccececeececeeen. %)
tanggal ...o.cciiiiegio: (3) tentang Tata Cara Penggunaan dan

Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini
kami mengajukan permohonan persetujuan UP KKPD sebagaimana
rincian dibawah ini:

Besaran UP J " Proporsi UP Tunai dan UP |
| Mo SKPD/PerubahanBesaran , JemisUP | KKPD
' UP SKPD : é [ Nilai UP
(6 m | Tunai L) [(10)
| KKPD [e [
Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Surat

Pernyataan UP sebagaimana lampiran surat ini.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkanterimakasih.

Simpang Empat, .......ccoeeeeeean ooil (12)
PenggunaAnggaran,



PETUNURN PENGIRIAN

SURAT PFRMOHON PERSETUUIUVAN UP KRED

P NS, URATAN
R SR e R LN A s::_::\j. o Ly
Poen s Desndongan namiah berkasg \\n\yn.u'm__\}\_r.u e
W Dasndengan auunat ku.mm UFAD B 1
CocB asndengan o 1\-1__:\t_\_1r.=.n>Bup}m_ I
@& asndengan tanggal penetapan peraturan B wat ]
L@ s dengan newer unat - B —
Lo i asndengan l\f\\ N l P \cx\x.n de n.,.m Reputusan Ke pala Dac rah_|
r‘ Shast deraan persentase besaran UP Tunat vaitu o0 Perubahan j

pvmsentasehvsanin UP TNanan sesuat dengan Reg wtusan Nepala l
T Jr\i(‘f‘.ih . o |
1 P Duist dengan persentase besamn UP KKPD vaitu 0% Perubahan
fpersentase besaman UP Tunai sesuai dengan Reputusan hepaia
Lo ;.“Q.a;r.ih
'f :'.‘: st dengan besaran UP Tunai waitu persentase UP Tunai dikalikan
PO den _g, in besaman UP 8KPD
! sy dengan besarman UP KKPD \:nm pemsentase UP KKPD dikalikan|
PN dencan besaran UPSKPD
12l i’D\isx i cnaan t.\nr\\\\l bulan, d an tahun
13 Dastdengan nama lengkap | P\ _____ DA ————
{ L'!:‘_}_'.D-"" acngan NIP PA

PORMAT SURAT PERNYATAAN UP

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

Nomeor:

Rchubungan  dengan  pengajuan  Uang  Persediaan  (UP),  vang

bertandatangan dibawah ini:

1. Nama SRS O (h
J. Jabhatan : Pengguna Anggaran (PA) (2)
3. 8KkPD S ol s e sl i e o RS (3)

Dengan im menvatakan bahwa:

1. Besaran UP SKPD vang diajukan untuk Tahun Anggaran ... (4) -

adalah sebaga benkut .

| No. | Uraian Jumlah (R
1. Pagu DPA SKPD . (9)
'Pagu Jenis Belanja vang dapat dibavarkan |
2. 'melalui UP dalam 1 Tahun | (6)
3. . Pagu Jenis Belanja vang dapat dibavarkan (7)

pm—




melalui UP Tunai dalam 1 Tahun
Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan
4. | melalui UP KKPD dalam 1 Tahun (8)
5. |Besaran UP SKPD (9)
Besaran UP Tunai atau Perubahan Besaran
6. |UP Tunai (60%)/Pcrubahan Proporsi UP Tunai (10)
Besaran UP KKPD atau Perubahan Besaran
UP KKPD (40%)/Perubahan Proporsi UP
7. |KKPD (11)

UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiayai
pengadaan barang dan jasa serta belanja modal SKPD dan/atau
membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui
pembayaran LS.

Bersedia untuk menyetorkan ke kas daerah melalui BP,
besaran/jumlah potongan UP Tunai yang telah ditetapkan PPKD
selaku BUD atau melakukan pemotongan atas penggantian UP
Tunai yang diajukan sebesar jumlah potongan yang telah
ditetapkan PPKD selaku BUD sebagai akibat tidak melakukan
penggantian (revolving) UP Tunai minimal 1 (satu) kali dalam 1
(satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan.

Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP KKPD sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari total besaran/proporsi UP KKPD yang
telahdisetujui oleh PPKD selaku BUD sebagai akibat ditemukannya
ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKPD
dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembayaran dengan KKPD Tingkat SKPD.

Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran UP Tunai serta
besaran UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang telah
disetujui oleh PPKD selaku BUD dan menggunakannya sesuai
dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya .

........ {12) icinens 5 siemsivaian (L) imarserae
Pengguna Anggaran,

.................... [ 1) [N
.................... (15)cieeecniiiiniinrneeninnnne
................... (16) covveeireiiniiniieenanns

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

No Uraian

(1) | Diisi dengan nama PA

(2) | Diisi dengan jabatan PA

(3) [ Diisi dengan nama SKPD

(4) | Diisi dengan tahun anggaran berjalan

(5) | Diisi dengan total Pagu DPA SKPD (dalam R@ighl '
(6) | Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui

UP selama 1(satu) tahun (dalam Rupiah)

(7)

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui




(H)

()

(10)

(1)

(12)
(13)

(1)
(15)
(10)

I Do aclorn 1 (onta) tahian gt sebasag VAL, (ensan ook,
pereen) dond g jendts Lelnngin iy, bavse dibiggitban tnelaluy Ve
(dulin Hupluh)

Ditsl dengasy g Jemit belanpn gy gt bty st laban

U KKPD welimnn ) (wisto) tahivans gsnih eabasinn AUZ (et gridaky
persen) durl popa fernin bedun)is yong bisic bsvyaeinn pelabug V)
(dsln Rupah)

Diink denpnn besoran P SERD sesisn dengan egnitusan Buagaty -

tentang Beswrnn U BEPD (dulain Bupinh)

Ihini dengn:

Pesaran U Ponad yaito (407 dari besstan U1 SE0) atan $214,
duri perubahinn besaran UP anelangson besaran U SEFD yang,
telaly disetajun Kepalio Doeraby (dalsin Bugiaby), atson Perababisn

proporsl UP Tand yalta progersi lebily kecil flebib besar daey 6457,

diknliknn  deogpan bewaran U BEFD atan progess letah
keoll/lebiby besar dari 607 dikalikan dengan perababan besaran
UP melmpoui besuran UP BEPD (dalisin Rugnah), Penetagon
perahahon proporst UP Tunai diberiban oleb Kepali Dirish
Diisldenpun;

Besaran UP KKPD yaita 407 daribesaran U SKPD stau A7,
dari perubaban besaran U meliampiaai besaran UP SEPD yang,

teluhy disetujul Kepala Dacrah (daliam Rupiab), atau Perabahan {

proporsi U KKPD yaitu proporsi lebih kecil/lebib besardar A7,

dikalikon  dengan besaran UP SKPD ataupsoporsi lebib l
keell/lebib besar durl 40% dikalikan dengan perubshan besiaran
UP melampaui besaran U BKPD (dalam Rupiah). Penetapan
perubihan proporsi UP KKPD  yang, ditetapkan oleh Kepala
Daerah o |
Diini dengan lokani !
Diisl dengan tanggal,  bulan,  dan  tahun ;x.-mmdul:uw/m:ml
Hurnt _ i
Diisi dengan tandatangan PA dan dibubuhi cap SKPD . i
Diind dengan nums lengkap PA o '
Diinl dengnn NIP PA _

BUPATI PASAMAN BARAT
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3| Pagu Jenin belanju yung,  duput [ (17)
dibayarkon melalal UP KKI'D dolam |
Tahun

4| Besaran UP HKPD (14)
5 [Besaran UP KKPD  atau Perubahan (19)
Besaran  UP KKPD  (10%)/Perubnhan
Proporsl UP KKPD

3, UP tersebut dipergunnkan untuk keperluan membinyai pengidaan

barung dun jusa serta belunju modal 8KPD ... (20)..... | 3723 [
(21)..er, atas beban DPA TA L. (22) ... NoO ..., (23) ... tanpgal ...
(24)..... dun tidak dapat digunokan untuk membiayai pengeluaran
yang menurut ketentuan harus dilakukon dengan  Pembayaran
Langsung (L.S).

Pcmbayaran dengan UP KKPD untuk pertama kali hanya dapat
dilakukun kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang dan jasa serta
belanja modal paling banyak sebesar RpS50.000.000 (lima puluh juta
rupiah), kecuali pembayaran untuk honorarium dan  perjalanan
dinas.

Pembuyaran dengan UP KKPD dengun nilai belanju paling banyak
scbesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu)
penerima pembayaran digunakan apabila belunju barang dan jasa
serta belanja modal meclalui transaksi catalog clektronik, toko
daring, dun PLSE yang disediukan oleh lembaga  yang
menyclenggarakan  tugas pemerintahan  di bidang  kebijakan
pengadaan barang/jusa pemerintah,

UP KKPD merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam
bentuk batasan  belanja  (limit)  kredit kepada BP/BPP - yang
penggunaannya dilakukan dengan KKPD.

Total batasan belanja (limit) UP KKPD untuk masing-masing SKPD
adalah paling banyak sebesar UP KKPD yang tclah disetujui.
Mematuhi besaran UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang
tclah ditetapkan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan yang telah ditetapkan.

Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan dengan KKPD dalam rangka
Penggunaan UP agar berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor ...




(25).....tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu

Kredit Pemerintah Dacrah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kepala PPKD Sclaku BUD

........... (26) ...ceevnen.
........... (27 .sssiescas
........... (28] <vsvammins
Tembusan:
1. Bupati ... (29) ......
) [(<10) IR
PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

No Uraian

(1) | Diisi dengan nomorsurat

(2) | Diisi dengan banyaknya lampiran surat

(3) | Diisi dengan nama SKPD

(4) | Diisi dengan kode SKPD

(5) [ Diisi dengan alamat / domisili SKPD

(6) | Diisi dengan nomor Peraturan Bupati

(7) | Diisi dengan nomor SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan
kepada Kuasa BUD

(8) | Diisi dengan tanggal SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan
kepada Kuasa BUD

(9) [ Diisi dengan nama SKPD

(10) | Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan besaran UP
dari PA SKPD

(11) | Diisi dengan tanggal surat permohonan perubahan besaran
UP dari PA SKPD

(12) | Diisi dengan nama SKPD

(13) | Diisi dengan nomor Surat Pernyataan dari PA SKPD

(14) | Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan dari PA SKPD

(15) | Diisi dengan total pagu DPA SKPD (dalam Rupiah)

(16) | Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui
UP selama 1 (satu) tahun (dalam Rupiah)

(17) | Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui
UP KKPD selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 40% (empat
puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan
melalui UP (dalam Rupiah])

(18) | Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai dengan ketentuan
dalam Keputusan Kepala Daerah tentang Besaran UP SKPD
(dalam Rupiah)

(19) | Diisi dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP
SKPD yang telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah) Diisi

dengan:




a. Besaran UP KKPD yaitu 40% dari besaran UP SKPD atau

40% dari perubahan besaran UP melampaui besaran UP
SKPD yang telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah);
atau

b. Perubahan besaran UP KKPD yaitu proporsi lebih
kecil/lebih besar dari 40% dikalikan dengan besaran UP
SKPD atau proporsi lebih kecil/lebih besardari 40%
dikalikan dengan perubahan besaran UP melampaui
besaran UP SKPD (dalam Rupiah). Penetapan perubahan
Proporsi besaran UP Tunai dilakukan oleh Kepala Daerah.

(20)

Diisi dengan nama SKPD

(21)

Diisi dengan kode SKPD

(22)

Diisi dengan tahun anggaran DPA SKPD

(23)

Diisi dengan Nomor DPA SKPD

(24)

Diisi dengan tanggal pengesahan DPA SKPD

(25)

Diisi dengan nomor Peraturan Bupati

(26)

Diisi dengan tandatangan Kepala PPKD selaku BUD dan
dibububhi cap

Diisi dengan nama lengkap Kepala PPKD selaku BUD

(27)
(28)

Diisidengan NIP Kepala PPKD selaku BUD

(29)

Diisi dengan nama kota

(30)

Diisi dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra
kerjanya

3
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LAMPIRAN 1II

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 2T TAHUN 10}

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

KOP BKD
(Tanggal, Bulan,
Nomor (1) Tahun)
Sifat
Lampiran :...(2)....
Hal
Yth. ....... &) -
di....4).........
Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan

Bupati Pasaman Barat Nomor .... (5).....tentang Tata Cara Penggunaan
dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini
kami mengajukan permohonan untuk menerbitkan KKPD dalam
rangka penggunaan Uang Persediaan SKPD ....(6)... .... (7).... dengan

total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan sebesar Rp . . ..... (8)
........ ficiian 5§ O) cimmnaz, )i

Adapun pagu DPA SKPD ... (10) ... TA .o (11) ...
Nomor.....12)....., sebesar Rp. .......... (13) s grom- ( o sieen (14) ... ..... )
dan Besaran Uang Persediaan sebesar Rp ..... (15) ........ [ s (16)

........ ).
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan

sebagai berikut:

a. Surat referensi;

b. Formulir aplikasi KKPD,;

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;




d. totekopt NI'WP,

¢, {otokopi surat persetujuan bewrun UP darl PPKD selaku B8UD; dan

[ fotokopi surat keputusan penunjukkan PA/KPA,

Demikinn kaml sanpalkan, atan perhintion dan kerjasimanya

divcapkan terimakaslh,

Hormat kaml,
Materai Rp. 10,000

Kepala PPKD Selaku BUD

Tembusan:
1. Bupati .. (29) ......
2. Pertinggal.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

NO URAIAN
(1) |Diisi dengan nomor surat o
(2) |Diisi dengan banyaknya lampiran surat

Diisi dengan jabatan pejabat Bank Pencrbit KKPD yang menjadi
(3) |mitra kerja Pemerintah Dacrah
(4) (Diisi dengan tempat/domisili/alamat kantor Bank Penerbit KKPD
(5) |Diisi dengan nomor Bupati
(6) |Diisi dengan nama SKPD -
(7) |Diisi dengan kode SKPD

Diisi dengan total batasanbclanja (limit) KKPD yang diajukan
(8) |oleh SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam angka)

Diisi dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan
(9) [oleh SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam huruf)
(10) | Diisi dengan nama SKPD
(11) |Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
(12) | Diisi dengan nomor DPA SKPD
(13) | Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam angka)
(14) | Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam hurul)

Diisi denganbesaran UP SKPD berdasarkan surat persetujuan
(15) | besaran UP dari PPKD selaku BUD (dalam angka)

v e e—

F——




“[ Diisi dengan besaran UP berdasarkan surat persetujuan besaran
(10) | UP dari PPKD selaku BUD (dalam huruf)

(17) | Diisi dengan nama Kepala PPKD selaku BUD

"(18) | Diist dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD

{ (19) | Diisi dengan WaliKota

ﬂm PASAMAN BARAT,
yyi g
71 -/—
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 2JTAHUN .20}

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT REFERENSI
KOP BKAD
SURAT REFERENS]
Simpang Empat, ............ (1)c0eennnne
Yth: oo ciniin s e 17 R
Hal :Pengajuan KKPD
Merujuk Perjanjian Kerja Sama antara.......... &) [—
dengan ......... (D) weseasees Tentang ......... (B) «cusmmsimas Nomor: .......
(7) weeeeenne tanggal ........ (8) ....n.. Dengan ini kami mengajukan

mengajukan permohonan untuk penerbitan KKPD untuk nama-

nama sebagai berikut:

No Nama Tanggal | Jabatan Jenis Batasan
Lahir Kartu Belanja
_ (Limit)

(9) (10) (11) (12) (13) (14)

Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas kami
rekomendasikan untuk mendapatkan KKPD yang pembayarannya
ditanggung sepenuhnya oleh SKPD sepanjang sesuai dengan
ketentuan pembayaran belanja barang atas beban APBD.

Selanjutnya untuk segala hal yang terkait dengan
penggunaan KKPD untuk SKPD .......... (15) cerreeeinnns , maka
Administrator KKPD yang kami tunjuk adalah:

Nama s e (16) ........

Jabatan . (17) euenes




Telegon /Fax ... (1A) L

Ermail USRI $17) T

Administrator KKPT) teraehnt Aibpsiban -0 sinn e
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Péavzona dragare Yoo oo b
menyampaikan kenaikan batasan ‘alanin limin S5, s ey
sementara/permanen.

Demikian kami sampaikan, atas pAchatinn dupn see e nenzeo

diucapkan terimakasin.

FHeormat zamy,

17 D% i 0% -4
Kepnln 2045, pinls, 03,0,

Materar 5 .5 000,

PETUNJUK PENGISIAN
Q.UKAT Rr',FP," “N3

NO

(1)
(2)

(;C(H}N

Dml dengan lokasi

Dmn dengan tanggal bulan tahun yr,ar./,n,mrr,,r,,r efrrsac

(3)

Diisi dengan jabatan y;abat Bank Panersit AP, para vrdiadi
mitra kerja Pemerintah Daeran

(4)

Diisi dengan nama Bank Pererbit KKPD

(5)

Diisi dengan nama organisasi | PPKD

(6)

Diisi dengan uraian Pcrjanjran Kt‘rja \,ar..A

(7

Diisi dengan normor Pcrjanpaanr a ! amd

(8)

Diisi dengan tanggal dltanr'atangamr. 73 /‘r,,s.x jar {Ava Savia

%)

Diisi dengan nomor urut

(10)

Diisi dengan nama Pcmrgar.g KKFD

(11)

Diisi dengan tanggal lahir § ur Peraegang KKPD

(12)

Diisi dengan jabatan Pcmcqar.: KKVD

(13)

Diisi dengan jenis KKPD

(14)

Diisi dengan nilai limit KKPD e

(15)

Diisi dengan nama SKPD

(16)

Diisi dengan nama Adrinistrator KKPD, dergpn cetent.an:

a. Penunjukan Administrator KKPD bisa letabh 4ar, o ‘aatll arscg
sesuai dengan kebutuhan SKPD dan  Surat depaatoan
penetapan dari PA SKPD.

b. Jumlah Administrator KKPD  cdisesumeat, r:vrq;r leatar LA
yang diatur dalam Pasal 32 ayat () Peraturan frooat ol 5

D\




(17) [ Diisi dengan jabatan Administrator KKPD

(18) | Diisi dengan nomor telepon/ fax Administrator KKPD

(19) | Diisi dengan alamat email Administrator KKPD

(20) | Diisi dengan nama PPKD sclaku BUD

(21) | Diisi dengan NIP PPKD selaku BUD

(BPATI PASAMAN BARAT,
P
/7 "

~
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LAMPIRAN V

PIERATURAN DUPATI PASAMAN DBARAT
NOMOR Y TATUN 2013

TISN'TANC)

TATA CARA PIENGOUNAAN DAN
PENYELIENQOARAAN KARTU KREDIT
PEMISRINTATL DAERAH UNTUK
ISLAKSANAAN ANGOARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

DAFTAR PENQEELUARAN RIL DIELANJA MENQQUNAKAN KKI'D

l\

FORMAT DAIFTAR PENQILUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN
DARANQ DAN  JASA  SERTA  BELANJA  MODAL  DENGAN
MISNUQUNAKAN KKP'D
ROP SKPD
DAITTAR PIENQILUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SERTA BELANJA MODAL DENGAN KKPD

Yung bertandatangan di buwahini:

Numa e (1)
NiP bsiisensane e (2)
Pangkat/Qal Ruang Ve RO v S BRSNS (3)
Jubntun oo s b ona TR IR i (4)
SKI'D S, (5)
Nomor KkPPD i TR TR s (6)

Berdasurkan pemboyaran  dengan KKPD  dalam  rangka |

penggunaun UP, dengan ini kami menyatukan dengan sesungguhnya
buhwat i
. Rincinn pengeluaran riil pembayarun pengadaan barang dan jasa

sertn belanja modal dengan menggunakan KKPD sebagai berikut:

—— - Muly Jumlah
Peabebunan \iggrersn Prateban/
-
e TR b [TRaw [ Nev (S RN N Y
Vrmantvigeh | spat | W | A Aebmped ool | A0k fikmeim. [iREran)
o wan L) gy Lo e
Sama,
PRI . D P
i1 N RV KL R R N R I [T N D
dea - l l
L By WS Total | (34

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar
dikeluarkan untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa serta X(



helanfin mednl BEPD dengan menggunakan KKPD dan apatila di
kemudion  harl terdupist kelebiban atss pembaysran,  kami
heenedln untuk menyetorknn kelehihan wersebut ke Rekening Kas
Utivin Duernh,

Dewlkinn pernyataan ini kami buat dengan sebenarnys, untuk

dipetgunnkan sebogaimana mestinya.

Himpang Empat, ........
PITTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGELUARAN RINL PEMBAYARAN PENGADAAN BARAKG DAN JASA SERTA
BELANJA MODAL DENGAN KKPD

ECH URAIAN
- "Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
"(2) | Dilsi dengan NI PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
T13) | Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna |
KKPD
“(4) | Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
~(5) | Dilsi dengan nama SKPD PPTK sclaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(6) | Diisi dengan nomor KKPD

(1 | viisi dengan nomorurat T T
(8) | Diisi dengan uraian pengeluaran/transaksi keperluan belanja t o
Jana serta belanja modal yang dibayarkan dengan KKPD

[ (9) | Dilsi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal

(10) [ Diisi dengan kode sub kegjatan

(11) | Dilsl dengan kode akun

(12) [ Diisidengankodekelompok

(13) | Diisi dengan kode jenis

(14) | Diisi dengan kodeobjek

(15) | Diisi dengan kode rincian objek

(16) | Diiai dengan kode sub rincian objek

(17) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran

[ (18) | Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran

(19) | Diisidenganjumlahpembayarandengan KKPD .
"(20) | Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD

(21) | Diisi dengan tandatangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD




(22) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
{23) | Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD \

2. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN
DINAS JABATAN DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

KOP SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN
DINASJABATAN DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama 2 eeensessrsrasiannessasssos (1)
NIP Su e lehie s s g e np S TRRER NS (2)
Pangkat/Gol Ruang 8 sy » g R BBV (3)
Jabatan S Y. 4)
SKPD feeremsersanrssranrenasssanes (5)
Nomor KKPD Bh s oy ot Speggigei s wmmmina i (6)
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor .............. (7)
................. tanggal .........c......(8)  .eeeeeeeeeeee..., dengan ini kami

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Rincian pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan
KKPD sebagai berikut:

Duktl Pembeban /
UssisnPengels PembebenanAnggaran Pembtmyarss Jumish
Ne arun
m 8 (10 (1) (12) (13) (14) (1s) (16) (n (18) (19
Total | (204

2.  Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atasbenar-benar
dikeluarkan untuk pembayaran perjalanan dinas dan apabila di
kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami

bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke RKUD.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk di

pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Simpang Empat, ............. (21)
PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pelaksana SPD,
Pengguna KKPD



cernvenreeres (22) o, e, (23) o,
RSO 7} IR SO )
opnies (2B, e 2 l07) sasensen

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN DENGAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

NO URAIAN

(1) | Diisi dengan nama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(2) | Diisi dengan NIP Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(3) | Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(4) Diisi dengan jabatan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(5) | Diisi dengan nama SKPD

(6) | Diisi dengan nomor KKPD

(7) | Diisi dengan nomor SPD

(8) | Diisi dengan tanggal SPD

(9) | Diisi dengan nomor urut

(10) | Diisi dengan perincian pengeluaran

(11) | Diisi dengan kode akun belanja

(12) | Diisi dengan kode kelompok belanja

(13) | Diisi dengan kode jenis belanja barang dan jasa

(14) | Diisi dengan kode objek perjalanan dinas

(15) | Diisi dengan kode rincian objek perjalanandinas

(16) [ Diisi dengankode sub rincian objek

(17) | Diisi dengan tandacentang apabila terdapat bukti pengeluaran

(18) | Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran

(19) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD

(20) | Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD

(21) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

(22) | Diisi denga ntandatangan Pelaksana SPD

(23) | Diisi dengan nama Pelaksana SPD

(24) | Diisi dengan NIP Pelaksana SPD

(25) | Diisi dengan tandatangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(26) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(27) | Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

)KBUPATI PASAMAN BARAT,
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR A TAHUN .20}

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

KOP SKPD

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

BANK .....(1)......
JuoabP
RinclanP PrmbehanaAnggaran embayar
ngriuar Kode Kode Kode Kode Kode Kode Kode Sub an
T b "EEme gl oRaL| YAl sb | A | Kebmpok | e | Objek | Rincand | Rinmno | N2
[ Keg bjek bjek
] 3 ) 15) ] Y] 8) ) (10) (1) (12) (13) (14)
Diaya
Maternl
&
Totn) (15)
Simpang Empat, ........ (16)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
............................... (17)
............................... (18)
............................... (19)
PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG KKPD

NO URAIAN

(1) | Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD

(2) | Diisi dengan nomor urut

(3) | Diisi dengan nama lengkap Pemegang KKPD

(4) | Diisi dengan nomor KKPD

(5) | Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal

(6) | Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi yang dibayarkan dengan KKPD.

*)UntukBiayaMaterai, apabila masuk dalam Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan
Sementara, agar dimasukkan dalam rincian pengeluaran untuk dibayarkan
kepada Bank Penerbit KKPD

@

Diisi dengan kode sub kegiatan
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR ¥ TAHUN )

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

KOP SKPD
Nomor : S (1) (Tanggal, Bulan, Tahun)
Sifat Segera
Lampiran :....(2)....
Hal : Pemberitahuan Penolakan
Bukti-Bukti Pengeluaran KKPD
Yth., ....... (8)iscesssa
;) T
s d(Bismans
di....(6).....
1. Dasar:
a. Peraturan Bupati Nomor ... (8) ... tentang tentang Tata Cara

Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah
Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
serta Belanja Modal Dengan KKPD a.n. ........ ) R dengan
nomor KKPD ....... (10) 550050 p

Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan
Dengan KKPD a.n. ........ (11) e dengan nomor KKPD .....
(12) ..... dan atau

Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementaraa.n. ......... (13)

........... dengan nomor KKPD ......... (14) ...........;

Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas dan berdasarkan

hasil pengujian oleh PPK SKPD, dengan ini disampaikan rincian

pengeluaran riil kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja



modal dan/atau keglatan perjalanan dinas jobatan dengan KKPD

yang tidak dapat disetujul/disahkan untuk dilakukan pembayaran

atag beban APBD, meliputl:

3.

diu

bl bl Vo Mamey
Nl oy st A gt @ty Py uile b/ 1nhabru
d5a 0 = o e L B SR T lembmyaian
[ Nvinivegl |7 Kale N7 T T hike T Bode ] " Kods T " Hme ™ [ Kadamule™ | ‘Ada [ Tb
Lt b | Abun Kelnmjaih donta | b | Wievieds | Whusen
™ wh "k _
[T A (T et AT (1T e (TR 72 R TITI YT D A R 2R T )
MESESN FISS AR S (DA =) S ST BRSSO | l. g S B e A

Selanjutnya, terhadap rincian pengeluaran schagaimana dimaksud
pada angka 2, sesuai dengan ketentuan, menjadi langgungjawab
pribadi Pemegang KKPD/Pclaksana Kuasa Pengguna KKPD dan
harus dibayarkan kepada Bank Penerbit KKPD sebelum tanggal
jatuh tempo pembayaran.

Demikian kami sampaikan, alas perhatian dan kerjasamanya

capkan terimakasih.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

SKPD .......... (30)
(namajelas)
NIP « ¢ woos (3 ) imusinss
Tembusan :
1. Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ... (32) ..... ;

2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD...... (33) .....

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARANKKPD

NO URAIAN

(1) | Diisi dengan nomor surat

(2) | Diisi dengan banyaknya lampiran surat

(3) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(4) | Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(5) | Diisi dengan alamat Kantor PPTK selaku Pelaksana Kuasa PenggunaKKPD
(6) | Diisi dengan alamat tempat/domisili/alamat kantor SKPD

(7) | Diisi dengan nama SKPD

(8) | Diisi dengan nomor Peraturan Bupati

(9) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(10)

‘Diisi. dengan nomor KKPD




(1

Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa l’cngéunn KKPD

(12)

Diisi dengan nomor KKPD

(13)

Diisi dengan nama Pemegang KKPD

(14)

Diist dengan nomor KKPD

(15) | Diisi dengan nomor urut

(16) | Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja barang dan
jasa serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan yang
dibayarkan dengan KKPD

(17) | Diisi dengan kode sub kegiatan

(18) | Diisi dengan kode akun belanja

(19) [ Diisi dengan kode kelompok belanja

(20) | Diisi dengan kode jenis belanja

(21) | Diisi dengan kode objek

(22) | Diisi dengan kode rincian objek

(23) [ Diisi dengan kode sub rincian objek

(24) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran

(25) | Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran

(26) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD

(27) | Diisi dengan  keterangan  dengan  penjelasan  alasan  rincian
pengeluaran/bukti-bukti pengeluaran ditolak/tidak disetujui oleh PA/KPA
*Tidak Disetujui/Tidak Disahkan".

{28) | Diisi dengan alasan penolakan

(29) | Diisi dengan total jumlah pengeluaran

(30) | Diisi dengan nama SKPD

(31) | Diisi dengan NIP PA/KPA

(32) | Diisi dengan nama SKPD

(33) | Diisi dengan nama SKPD

QX BUPATI PASAMAN BARAT,
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